
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 14 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008, Bupati menetapkan peraturan tentang sistem 

pengendalian intern pemerintah sebagai penilaian program 

dan kegiatan Perangkat Daerah agar pertanggungjawabannya 

berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis guna perbaikan 

atas sistem dan pengelolaan program dan kegiatan Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa; 

  b. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem 

Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dimana salah 

satunya adalah audit kinerja; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamasa. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesa Nomor 6573); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  13. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

Nomor : KEP-OOS/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan 

Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern 

Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor 

Intern Pemerintah Indonesia. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MAMASA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamasa. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 



4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Mamasa. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamasa. 

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mamasa. 

7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu 

Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Mamasa. 

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, 

unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, 

Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah 

Kabupaten. 

9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas 

penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga 

dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat 

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang. 

11. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, 

analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara 

independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar 

audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

12. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan 

negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, 

dan efektivitas. 



13. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan 

kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai 

dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD 

Perubahan adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi perubahan rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 

dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

18. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya 

disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan 

pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan 

pengawasan, obyek pengawasan, dan jadual pengawasan. 

19. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber 

daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang 

digunakan. 



20. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang 

diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses 

atas input. 

21. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang 

menggunakan input untuk menghasilkan output. 

22. Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai 

melalui output. 

23. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan 

target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan keluaran (output) dengan hasil 

(outcome). 

24. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum 

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 

terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

25. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan 

kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang 

terendah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman teknis bagi 

APIP pada Inspektorat agar memiliki kesamaan persepsi dan 

keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam 

melaksanakan Audit Kinerja. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan : 

a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan perangkat 

daerah yang bersumber dari APBD sehingga dapat 

memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja 

program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien, 

efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk 

peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat 

Daerah; dan 

b. pedoman teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan 



program dan kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis 

sehingga tercapai peningkatan kinerja tugas dan fungsi 

serta tujuan organisasi. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, 

meliputi : 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum Audit Kinerja; 

c. perencanaan Audit Kinerja; 

d. pelaksanaan Audit Kinerja; 

e. komunikasi hasil audit; dan 

f. penutup. 

Pasal 5 

Uraian Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

SASARAN AUDIT KINERJA 

Pasal 6 

(1) Sasaran Audit Kinerja adalah menilai aspek efisiensi, 

aspek efektifitas dan aspek keekonomisan program dan 

kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang tercantum 

dalam APBD. 

(2) Guna mengefektifkan pelaksanaan Audit Kinerja dalam 

suatu penugasan audit, maka sasaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya pada salah satu 

program dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi 

atau sangat tinggi (extreem). 

(3) Teknis pelaksanaan audit kinerja dalam suatu program 

dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur. 

 



BAB V 

KEGIATAN AUDIT KINERJA 

Pasal 7 

(1) Kegiatan Audit Kinerja didanai dari APBD dan dituangkan 

dalam PKPT. 

(2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, 

menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas 

dalam penggunaan sumber daya pengawasan. 

(3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

            Ditetapkan di Mamasa 

            pada tanggal, 30 Juni 2022 

            BUPATI MAMASA, 

                 ttd. 

            RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 30 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

               ttd. 

MUHAMMAD SYUKUR 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 14 

 


